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ABSTRACT 

Aquaculture ponds are an important form of coastal land use that supports fisheries production and the livelihoods of 

coastal communities. Penajam Paser Utara Regency, as a coastal area and a supporting region of the Indonesian Capital 

City (IKN), has experienced dynamic land-use changes that may affect the sustainability of aquaculture ponds. This study 

aims to analyze the spatial distribution and temporal changes of aquaculture pond areas in Penajam Paser Utara Regency 

from 2020 to 2024. The study employed secondary data in the form of land cover shapefiles, which were analyzed 

spatially using Geographic Information Systems (GIS). The analysis involved calculating pond areas at the sub-district 

level and comparing them over time to identify change trends. The results indicate a decline in the total aquaculture pond 

area from 4,306.31 ha in 2020 to 3,957.34 ha in 2024. The most significant reduction occurred in Penajam Sub-district, 

while Babulu Sub-district consistently maintained the largest and most stable pond area. Sepaku and Waru Sub-districts 

showed minor and relatively stable changes. These findings suggest that land conversion driven by development pressure 

is the main factor influencing aquaculture pond dynamics. Therefore, spatially based management and integrated coastal 

land-use planning are essential to ensure the sustainability of aquaculture ponds in the region. 
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ABSTRAK 

Lahan tambak merupakan salah satu bentuk pemanfaatan wilayah pesisir yang memiliki peran penting dalam mendukung 

sektor perikanan budidaya dan perekonomian masyarakat pesisir. Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai wilayah pesisir 

sekaligus kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara mengalami dinamika penggunaan lahan yang berpotensi memengaruhi 

keberlanjutan lahan tambak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sebaran dan perubahan luasan lahan tambak di 

Kabupaten Penajam Paser Utara selama periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa peta 

tutupan lahan dalam format shapefile yang dianalisis secara spasial menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). 

Analisis dilakukan dengan menghitung luas lahan tambak per kecamatan dan membandingkannya secara temporal untuk 

mengidentifikasi tren perubahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total luas lahan tambak mengalami penurunan dari 

4.306,31 ha pada tahun 2020 menjadi 3.957,34 ha pada tahun 2024. Penurunan luasan paling signifikan terjadi di 

Kecamatan Penajam, sedangkan Kecamatan Babulu tetap menjadi wilayah dengan luasan tambak terbesar dan relatif 

stabil. Kecamatan Sepaku dan Waru menunjukkan perubahan luasan yang kecil dan cenderung stabil. Temuan ini 

mengindikasikan bahwa tekanan pembangunan dan alih fungsi lahan menjadi faktor utama perubahan lahan tambak. Oleh 

karena itu, diperlukan pengelolaan lahan tambak berbasis spasial dan kebijakan tata ruang yang berorientasi pada 

keberlanjutan wilayah pesisir. 

Kata kunci: lahan tambak; perubahan penggunaan lahan; sistem informasi geografis; wilayah pesisir; Penajam Paser 

Utara 

 

PENDAHULUAN  

Perubahan penggunaan lahan (land use 

change) merupakan salah satu persoalan lingkungan 

global yang semakin meningkat sejalan dengan 

pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan percepatan 

pembangunan wilayah (Rachman dkk., 2024; 

Zhang & Kuang, 2023). Perkembangan aktivitas 

ekonomi dan pembangunan yang berlangsung 

secara intensif telah mendorong terjadinya 

perubahan fungsi lahan, termasuk pada kawasan 

pesisir yang memiliki nilai ekologis dan sosial-

ekonomi yang tinggi. Di berbagai negara 

berkembang, terutama di kawasan Asia Tenggara, 

tekanan terhadap kawasan pesisir terlihat dari 

meningkatnya konversi lahan untuk kepentingan 

budidaya tambak, perkebunan, permukiman, serta 

berbagai bentuk pemanfaatan lainnya (Siddik & 

Islam, 2024; Bryan-Brown dkk., 2020; Toulec dkk., 

2020). Konversi tersebut tidak hanya mengubah 
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struktur dan fungsi ruang, tetapi juga berkontribusi 

terhadap degradasi ekosistem mangrove serta 

penurunan berbagai fungsi ekologis kawasan 

pesisir. Dampak perubahan penggunaan lahan 

selanjutnya dapat berupa hilangnya habitat alami, 

peningkatan emisi karbon yang berasal dari lahan 

basah, serta berkurangnya kapasitas ekosistem 

dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim 

(Salminah & Alviya, 2019). 

Indonesia merupakan salah satu negara 

yang menghadapi tantangan besar dalam 

mempertahankan keseimbangan antara kepentingan 

pembangunan ekonomi kawasan pesisir dan 

keberlanjutan lingkungan, mengingat panjang garis 

pantainya yang mencapai lebih dari 95.000 km. 

Wilayah pesisir memiliki peran strategis dalam 

mendukung berbagai aktivitas ekonomi, termasuk 

perikanan, permukiman, industri, transportasi, dan 

pembangunan infrastruktur. Namun, perkembangan 

berbagai aktivitas tersebut dapat meningkatkan 

tekanan terhadap ketersediaan dan fungsi lahan 

pesisir. Dalam konteks nasional, pembangunan 

infrastruktur dan perluasan kawasan industri sering 

kali berimplikasi langsung terhadap perubahan tata 

guna lahan pesisir, termasuk perubahan tambak 

tradisional menjadi lahan non-produktif maupun 

kawasan terbangun (Syafi’i dkk., 2025). Kondisi 

tersebut menjadi semakin relevan di Kalimantan 

Timur seiring dengan proses pemindahan Ibu Kota 

Negara (IKN), yang berpotensi meningkatkan 

tekanan terhadap ruang pesisir di sekitar Teluk 

Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara 

melalui perluasan kawasan perumahan, industri, 

dan pembangunan infrastruktur pendukung 

(Nainggolan dkk., 2025). 

Dinamika perubahan lahan tambak pada 

dasarnya merupakan hasil interaksi berbagai faktor 

yang saling berkaitan, terutama kebijakan tata 

ruang, kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat, dan 

kondisi ekologis kawasan. Kebijakan pembangunan 

dan pengaturan ruang dapat menentukan arah 

pemanfaatan lahan, sementara kebutuhan ekonomi 

masyarakat dapat mendorong perubahan fungsi 

lahan untuk memenuhi kebutuhan penghidupan. 

Pada saat yang sama, faktor ekologis juga memiliki 

peran dalam menentukan keberlanjutan 

pemanfaatan kawasan pesisir serta kemampuan 

lingkungan dalam mendukung berbagai aktivitas 

manusia (Ginting dkk., 2023; Prakoso dkk., 2023; 

Li & Song, 2022). Oleh karena itu, perubahan 

penggunaan lahan tidak dapat dipahami hanya 

sebagai perubahan fisik suatu wilayah, tetapi perlu 

dilihat sebagai proses yang melibatkan dimensi 

ekonomi, sosial, kebijakan, dan lingkungan secara 

bersamaan. Lismana dkk. (2023) menekankan 

pentingnya kebijakan yang efektif untuk 

mengevaluasi dampak ekonomi dan sosial yang 

timbul dari setiap perubahan penggunaan lahan. 

Selain berdampak terhadap aspek sosial dan 

ekonomi, perubahan fungsi lahan tambak juga 

berpotensi memengaruhi kualitas lingkungan 

sehingga pengelolaannya perlu dilakukan melalui 

pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan. 

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) 

memiliki posisi strategis dalam dinamika 

pembangunan IKN sekaligus memiliki kawasan 

pesisir yang berperan penting dalam menopang 

fungsi ekologis Teluk Balikpapan (Jauchar dkk., 

2022; Wicaksono dkk., 2024). Kawasan pesisir 

tersebut mencakup lahan tambak yang selama ini 

dimanfaatkan masyarakat sebagai salah satu sumber 

mata pencaharian dan kegiatan ekonomi. 

Keberadaan tambak tidak hanya memiliki nilai 

ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga berkaitan 

dengan pemanfaatan ruang pesisir serta 

keberlanjutan ekosistem di sekitarnya. Namun, 

perkembangan pembangunan dan perubahan 

pemanfaatan ruang di wilayah PPU telah 

mendorong terjadinya perubahan pada luasan dan 

fungsi lahan tambak. Sejumlah penelitian terbaru 

menunjukkan adanya penurunan luas tambak yang 

cukup signifikan akibat konversi menjadi kawasan 

permukiman serta aktivitas reklamasi yang 

berkaitan dengan pembangunan IKN (Atmoko dkk., 

2024; Gaffara dkk., 2025). Perubahan tersebut tidak 

hanya berimplikasi terhadap keberlangsungan 

produksi perikanan budidaya, tetapi juga berpotensi 

memengaruhi keanekaragaman hayati serta 

stabilitas ekosistem pesisir secara keseluruhan. 

Perubahan fungsi lahan tambak juga 

memiliki konsekuensi yang penting dari perspektif 

sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Lahan tambak 

merupakan salah satu komponen sumber daya yang 

mendukung keberlangsungan mata pencaharian 

masyarakat, sehingga perubahan fungsi lahan dapat 

memengaruhi akses masyarakat terhadap sumber 

daya produktif. Ketika lahan produktif mengalami 

konversi, masyarakat yang menggantungkan 

kehidupannya pada aktivitas perikanan dan tambak 

berpotensi menghadapi perubahan dalam struktur 

penghidupan dan sumber pendapatan. Syafi’i dkk. 

(2025) menjelaskan bahwa pembangunan IKN 

menciptakan bentuk kekuatan eksklusi baru di 

kawasan pesisir Balikpapan dan PPU, sehingga 

komunitas nelayan dan petambak menghadapi 

keterbatasan dalam mengakses lahan produktif. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan 

penggunaan lahan tidak hanya berkaitan dengan 

aspek fisik dan spasial, tetapi juga berkaitan erat 

dengan distribusi akses terhadap sumber daya dan 

keberlangsungan kehidupan masyarakat. Sejalan 

dengan hal tersebut, Nainggolan dkk. (2025) 
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mengungkapkan bahwa relokasi IKN telah 

mengubah konfigurasi ekonomi lokal serta 

memperkuat dominasi aktor-aktor pembangunan 

dalam pemanfaatan dan penguasaan sumber daya 

pesisir. 

Perubahan penggunaan lahan tambak di 

Kabupaten Penajam Paser Utara pada periode 

2020–2024 menjadi penting untuk dikaji secara 

lebih mendalam karena berlangsung dalam konteks 

strategis pemindahan ibu kota negara ke wilayah 

tersebut. Periode tersebut mencerminkan fase 

penting ketika pembangunan dan aktivitas 

pendukung IKN mulai memberikan tekanan yang 

semakin besar terhadap dinamika pemanfaatan 

ruang di wilayah PPU. Dalam kondisi tersebut, 

lahan tambak tidak hanya dipandang sebagai ruang 

produksi perikanan, tetapi juga memiliki fungsi 

penting dalam mendukung pendapatan masyarakat 

pesisir dan ketahanan pangan. Aktivitas budidaya 

tambak berkontribusi terhadap penyediaan sumber 

pangan berupa protein hewani sekaligus menjadi 

bagian dari sistem ekonomi masyarakat pesisir. 

Adinugroho dkk. (2022) menunjukkan bahwa 

pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di PPU 

diperkirakan dapat menarik migrasi penduduk dan 

meningkatkan aktivitas ekonomi di wilayah 

tersebut. Peningkatan jumlah penduduk dan 

aktivitas ekonomi tersebut selanjutnya berpotensi 

meningkatkan kebutuhan serta permintaan terhadap 

pemanfaatan lahan, termasuk lahan tambak di 

kawasan pesisir.  

Berdasarkan uraian tersebut, analisis 

spasial perubahan lahan tambak di Kabupaten 

Penajam Paser Utara selama periode 2020-2024 

penting dilakukan untuk memperoleh gambaran 

mengenai sebaran dan dinamika perubahan luasan 

lahan tambak pada tingkat kecamatan. Analisis ini 

diperlukan untuk mengidentifikasi kecamatan yang 

mengalami perubahan luasan tambak serta 

mengetahui kecenderungan perubahan yang terjadi 

selama periode pengamatan. Penggunaan Sistem 

Informasi Geografis (SIG) memungkinkan 

perubahan tersebut dianalisis secara spasial dan 

temporal sehingga dapat memberikan gambaran 

yang lebih jelas mengenai pola distribusi dan 

perubahan lahan tambak di Kabupaten Penajam 

Paser Utara. Hasil analisis diharapkan dapat 

memberikan informasi mengenai wilayah yang 

mengalami penurunan maupun kestabilan luasan 

tambak sebagai dasar untuk memahami dinamika 

pemanfaatan ruang pesisir di tengah perkembangan 

kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara. Oleh 

karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis sebaran dan perubahan luasan lahan 

tambak di Kabupaten Penajam Paser Utara pada 

periode 2020-2024 melalui analisis spasial berbasis 

Sistem Informasi Geografis (SIG). Temuan 

penelitian diharapkan dapat menjadi informasi 

ilmiah yang mendukung pengelolaan lahan tambak 

dan perencanaan tata ruang pesisir secara lebih 

terarah dan berkelanjutan. 

BAHAN DAN METODE 

Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada Desember 

2025 dengan wilayah kajian mencakup Kabupaten 

Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan 

Timur. Pemilihan Kabupaten PPU sebagai lokasi 

penelitian didasarkan pada karakteristik wilayahnya 

yang memiliki kawasan pesisir dengan berbagai 

bentuk pemanfaatan lahan, termasuk lahan tambak, 

ekosistem mangrove, dan penggunaan lahan 

campuran yang berkembang seiring dengan 

aktivitas masyarakat dan pembangunan wilayah. 

Selain memiliki fungsi ekologis dan ekonomi yang 

penting, Kabupaten PPU juga memiliki posisi 

strategis sebagai salah satu wilayah penyangga 

utama kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga 

mengalami perkembangan pembangunan yang 

berpotensi mendorong perubahan penggunaan 

lahan. Secara administratif, Kabupaten PPU terdiri 

atas empat kecamatan, yaitu Kecamatan Penajam, 

Waru, Babulu, dan Sepaku, dengan kawasan pesisir 

dan aktivitas pertambakan terutama berkembang di 

Kecamatan Penajam dan Babulu. Kondisi tersebut 

menjadikan wilayah PPU relevan untuk mengkaji 

dinamika perubahan lahan tambak secara spasial 

dan temporal. Pemilihan lokasi penelitian juga 

didasarkan pada adanya perkembangan 

pembangunan dan potensi konversi lahan pesisir 

selama periode 2020–2024, sehingga diperlukan 

analisis untuk mengetahui pola sebaran serta 

perubahan luasan lahan tambak pada masing-

masing kecamatan. Dengan demikian, Kabupaten 

PPU dipandang representatif untuk 

menggambarkan dinamika pemanfaatan lahan 

tambak di kawasan pesisir yang berada dalam 

konteks percepatan pembangunan wilayah sekitar 

IKN. 

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) 

merupakan salah satu kabupaten di Provinsi 

Kalimantan Timur yang memiliki peran strategis 

dalam konteks pembangunan wilayah regional, 

khususnya setelah penetapan kawasan Ibu Kota 

Nusantara (IKN) yang sebagian wilayah 

administratifnya berada di Kabupaten PPU. 

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 117 

Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan IKN, 

Kabupaten PPU ditetapkan sebagai wilayah 

penyangga utama yang berfungsi mendukung 

pemenuhan kebutuhan pangan, pengembangan 
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sektor perikanan, sistem logistik, serta penyediaan 

infrastruktur ekonomi penunjang. Secara geografis, 

Kabupaten Penajam Paser Utara berada pada 

kisaran koordinat 1°05'-1°36' Lintang Selatan dan 

116°33'–117°09' Bujur Timur, yang menunjukkan 

posisinya sebagai wilayah pesisir strategis di bagian 

selatan Provinsi Kalimantan Timur. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten 

Penajam Paser Utara, wilayah administrasi 

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki luas total 

sebesar 3.333,06 km², yang terdiri atas luas daratan 

sekitar 3.060,82 km² dan luas perairan laut sekitar 

272,24 km² (BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 

2024). Dengan luas wilayah tersebut, Kabupaten 

Penajam Paser Utara tergolong sebagai 

kabupaten/kota dengan luas wilayah terkecil 

keempat di Provinsi Kalimantan Timur, setelah 

Kota Bontang, Kota Samarinda, dan Kota 

Balikpapan. Secara administratif, Kota Penajam 

berfungsi sebagai pusat pemerintahan daerah, 

sementara wilayah kabupaten ini terbagi ke dalam 

empat kecamatan, yaitu Kecamatan Babulu, 

Kecamatan Waru, Kecamatan Penajam, dan 

Kecamatan Sepaku. Letak geografis Kabupaten 

Penajam Paser Utara yang strategis menjadikannya 

sebagai jalur utama transportasi laut dan darat yang 

menghubungkan Kalimantan Timur dengan 

Kalimantan Selatan (DPTSP Provinsi Kalimantan 

Timur, 2023). 

Prosedur Pengambilan Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder 

berupa data spasial penutupan lahan Indonesia yang 

bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) 

melalui Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan 

Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi 

Kehutanan dan Tata Lingkungan. Data penutupan 

lahan digunakan untuk tahun 2020, 2021, 2022, 

2023, dan 2024 dan mencakup berbagai kelas 

penutupan lahan, termasuk kelas tambak. Data 

utama tersebut berupa data vektor yang digunakan 

untuk mengidentifikasi, menghitung, dan 

menganalisis perubahan luasan lahan tambak di 

Kabupaten Penajam Paser Utara. Data batas 

administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara dan 

kecamatan digunakan sebagai data pendukung 

untuk menentukan wilayah analisis dan menghitung 

distribusi luas tambak pada masing-masing 

kecamatan. 

Analisis Data 

Analisis data dilakukan menggunakan 

Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan perangkat 

lunak ArcGIS untuk mengidentifikasi dan 

menghitung perubahan luas lahan tambak di 

Kabupaten Penajam Paser Utara selama periode 

2020-2024. Data yang digunakan merupakan data 

sekunder berupa data penutupan lahan KLHK skala 

1:400.000 tahun 2020-2024 dalam format vektor 

serta data batas administrasi sebagai dasar analisis 

pada tingkat kecamatan. Analisis perubahan 

dilakukan menggunakan metode Post-

Classification Comparison (PCC) melalui teknik 

overlay untuk membandingkan kondisi tutupan 

lahan antarperiode (Chen dkk., 2011; Zakeri dkk., 

2019).  Metode PCC dipilih karena sesuai untuk 

membandingkan data tutupan lahan yang telah 

tersedia pada waktu berbeda serta mampu 

menunjukkan perubahan dan arah transisi 

penggunaan lahan secara spasial (IPCC, 2019; Al-

Awadhi dkk., 2022). 

Proses analisis dilakukan dengan 

melakukan overlay menggunakan Intersect pada 

ArcGIS untuk mengidentifikasi area yang tetap 

menjadi tambak dan area yang mengalami 

perubahan. Selanjutnya, luas lahan tambak dihitung 

berdasarkan kecamatan dan tahun pengamatan, 

kemudian dibandingkan untuk memperoleh besaran 

dan persentase perubahan. Hasil analisis disajikan 

dalam bentuk tabel, grafik, dan peta untuk 

menggambarkan dinamika perubahan lahan tambak 

secara temporal dan spasial. Pendekatan ini 

memiliki keunggulan karena menghasilkan 

informasi perubahan yang tidak hanya bersifat 

kuantitatif, tetapi juga menunjukkan lokasi dan pola 

spasial perubahan lahan (Badjana dkk., 2015). 

Penggunaan data KLHK skala 1:400.000 

dipertimbangkan sesuai dengan tujuan penelitian 

yang berfokus pada gambaran umum sebaran dan 

perubahan luas lahan tambak pada tingkat 

kecamatan. Skala tersebut memungkinkan 

identifikasi pola distribusi dan kecenderungan 

perubahan lahan pada wilayah yang relatif luas, 

tetapi memiliki keterbatasan dalam 

merepresentasikan batas lahan secara rinci. Oleh 

karena itu, hasil perhitungan luas dan perubahan 

lahan perlu dipahami sebagai informasi indikatif 

pada tingkat kecamatan, bukan sebagai ukuran batas 

aktual setiap unit tambak. Perubahan lahan 

berukuran kecil juga berpotensi tidak teridentifikasi 

atau mengalami perbedaan luas akibat keterbatasan 

ketelitian spasial data. Dengan demikian, hasil 

analisis lebih tepat digunakan untuk mengetahui 

tren, pola, dan perbandingan perubahan luas tambak 

antar kecamatan, sedangkan analisis pada tingkat 
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tapak memerlukan data dengan skala yang lebih 

besar atau resolusi spasial yang lebih tinggi. 

Setiap peta hasil analisis dilengkapi skala 

peta, arah utara, legenda, sistem koordinat, sumber 

data, dan tahun pengamatan untuk memperjelas 

informasi spasial yang disajikan. Pencantuman 

skala juga diperlukan untuk menunjukkan tingkat 

ketelitian dan batas interpretasi peta yang 

dihasilkan. Dengan mempertimbangkan 

keterbatasan tersebut, data KLHK skala 1:400.000 

tetap dapat dimanfaatkan untuk menggambarkan 

dinamika perubahan lahan tambak PPU selama 

2020-2024 pada tingkat kecamatan, sepanjang 

hasilnya tidak diinterpretasikan sebagai pemetaan 

detail pada tingkat bidang atau petak tambak. 

Hasil akhir analisis berupa luas lahan 

tambak setiap tahun, besaran dan persentase 

perubahan, pola perubahan antarperiode, serta peta 

sebaran perubahan lahan tambak di Kabupaten 

PPU. Informasi tersebut selanjutnya digunakan 

untuk mengidentifikasi kecamatan yang mengalami 

perubahan paling besar dan kecenderungan 

dinamika lahan tambak selama periode 2020-2024. 

Hasil analisis spasial kemudian diinterpretasikan 

dengan mempertimbangkan kondisi wilayah dan 

perkembangan pembangunan di Kabupaten PPU, 

khususnya dalam konteks kawasan penyangga Ibu 

Kota Nusantara. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Luas Lahan Tambak Kabupaten Penajam Paser 

Utara Tahun 2020-2024 

Luas Lahan Tambak Tahun 2020 

Peta sebaran menunjukkan bahwa lahan 

tambak di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) 

terpusat pada kawasan pesisir dan sekitar muara 

sungai yang berhadapan dengan Selat Makassar. 

Konsentrasi tersebut berkaitan dengan karakteristik 

tambak air payau yang memerlukan ketersediaan 

air, pengaruh pasang surut, kondisi salinitas, serta 

kedekatan dengan badan air alami untuk 

mendukung kegiatan budidaya (Rizal dkk., 2025). 

Dari pola spasialnya, kawasan tambak terlihat 

membentuk kelompok-kelompok yang memanjang 

mengikuti garis pantai dan jaringan aliran sungai, 

terutama pada wilayah bagian selatan dan tengah 

Kabupaten PPU. Sebaran tersebut menunjukkan 

bahwa perkembangan lahan tambak cenderung 

menyesuaikan dengan kondisi fisiografi wilayah 

pesisir yang didominasi dataran rendah dengan 

topografi relatif datar. 

 

Gambar 1. Luas Lahan Tambak Tahun 2020 

Hasil perhitungan luasan menunjukkan 

total lahan tambak Kabupaten PPU pada tahun 2020 

sebesar 4.306,31 ha, dengan distribusi yang tidak 

merata antar kecamatan. Kecamatan Babulu 

memiliki luas tambak terbesar, yaitu 2.519,75 ha 

atau sekitar 58,5% dari total luas tambak. Dominasi 

ini terlihat jelas pada peta, di mana hamparan 

tambak di Babulu membentuk area yang luas, relatif 

kompak, dan berdekatan dengan pesisir serta muara 

sungai. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Babulu 
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merupakan sentra utama perikanan budidaya 

tambak di PPU, didukung oleh kesesuaian lahan 

yang tinggi dan tekanan alih fungsi lahan yang 

relatif rendah pada tahun 2020. Kecamatan Penajam 

menempati urutan kedua dengan luas 1.353,07 ha 

atau sekitar 31,4% dari total luas tambak. Pada peta, 

tambak di Penajam tersebar di kawasan pesisir dan 

sekitar teluk, namun terlihat lebih terfragmentasi 

dibandingkan Babulu. Hal ini mencerminkan 

adanya kompetisi penggunaan lahan dengan fungsi 

lain seperti permukiman, jaringan jalan, dan 

aktivitas perkotaan pesisir. Kecamatan Sepaku 

memiliki luas tambak 280,49 ha (±6,5%). Sebaran 

tambaknya relatif terbatas dan cenderung mengikuti 

alur sungai. Secara spasial, hal ini menunjukkan 

bahwa tambak di Sepaku berkembang secara 

selektif pada lokasi-lokasi tertentu yang sesuai 

secara hidrologis, sementara sebagian besar 

wilayahnya masih didominasi oleh tutupan hutan 

dan kawasan daratan. Kecamatan Waru memiliki 

luas tambak paling kecil, yaitu 153,01 ha (±3,6%). 

Pada peta, tambak di Waru tampak tersebar dan 

berukuran relatif kecil. Kondisi ini 

mengindikasikan keterbatasan kesesuaian lahan 

tambak serta kemungkinan kuatnya fungsi lain 

seperti pertanian darat dan kawasan penyangga 

lingkungan. 

Pola spasial tahun 2020 menunjukkan 

bahwa sistem tambak di PPU masih berada pada 

fase stabil dan terstruktur, dengan fragmentasi yang 

relatif rendah, khususnya di Kecamatan Babulu. 

Konektivitas antar petak tambak masih terjaga, 

yang secara teknis mendukung efisiensi 

pengelolaan air dan produktivitas budidaya. Secara 

ekologis, dominasi tambak di wilayah pesisir 

menunjukkan potensi tekanan terhadap ekosistem 

penyangga seperti mangrove dan perairan estuari 

(Ottinger dkk., 2024; . Namun, pada tahun 2020, 

pola tambak yang masih terkonsentrasi dan tidak 

menyebar ke wilayah daratan yang lebih sensitif 

menunjukkan bahwa alih fungsi lahan masih relatif 

terkendali.  

Luas Lahan Tambak Tahun 2021 

Secara visual, peta tahun 2021 

menunjukkan bahwa sebaran lahan tambak masih 

terkonsentrasi di wilayah pesisir dan sekitar muara 

sungai, dengan pola yang mengikuti garis pantai 

Selat Makassar. Pola tersebut secara umum masih 

menunjukkan kesamaan dengan kondisi tahun 

2020, meskipun terdapat perubahan pada beberapa 

lokasi tambak, terutama di kawasan pesisir 

Kecamatan Penajam. Di Kecamatan Babulu, lahan 

tambak masih terlihat tersebar dalam hamparan 

yang luas pada kawasan pesisir. Sementara itu, di 

Kecamatan Penajam terlihat adanya perubahan pada 

beberapa bagian kawasan tambak, terutama pada 

lokasi yang berdekatan dengan kawasan terbangun 

dan jaringan jalan utama. Perbedaan pola tersebut 

menunjukkan bahwa perkembangan lahan tambak 

pada masing-masing kecamatan berlangsung 

dengan karakteristik spasial yang berbeda. 

 

Gambar 2. Luas Lahan Tambak Tahun 2021 
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Total luas lahan tambak Kabupaten PPU 

pada tahun 2021 mencapai 4.280,17 ha, atau 

mengalami penurunan sebesar 26,15 ha 

dibandingkan tahun 2020. Perubahan tersebut 

terjadi secara berbeda pada masing-masing 

kecamatan. Kecamatan Babulu mengalami 

peningkatan luas tambak menjadi 2.538,73 ha, 

bertambah sebesar 18,98 ha dari tahun sebelumnya. 

Berdasarkan peta, perubahan tersebut terlihat pada 

beberapa bagian kawasan tambak di wilayah pesisir 

Babulu. Kecamatan Penajam mengalami penurunan 

luas tambak menjadi 1.289,46 ha, atau berkurang 

sebesar 63,61 ha dibandingkan tahun 2020. Secara 

spasial, perubahan tersebut terlihat pada beberapa 

bagian kawasan tambak yang berada di sekitar 

kawasan perkotaan dan jaringan infrastruktur. 

Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan 

pemanfaatan ruang pada kawasan tambak di 

Kecamatan Penajam yang perlu diperhatikan dalam 

kaitannya dengan perkembangan wilayah. 

Kecamatan Sepaku mengalami peningkatan luas 

tambak menjadi 295,88 ha, atau bertambah sebesar 

15,39 ha, dengan sebaran tambak yang umumnya 

berada di sekitar jaringan sungai dan kawasan 

dataran rendah. Kecamatan Waru juga mengalami 

peningkatan menjadi 156,09 ha, atau bertambah 

sebesar 3,08 ha, sehingga perubahan luas tambak di 

wilayah tersebut relatif kecil dibandingkan 

kecamatan lainnya. 

Luas Lahan Tambak Tahun 2022 

Peta lahan tambak tahun 2022 

menunjukkan pola sebaran yang identik dengan 

tahun 2021, baik dari segi lokasi, bentuk, maupun 

klasterisasi tambak. Tambak tetap terkonsentrasi di 

wilayah pesisir dan muara sungai yang berhadapan 

langsung dengan Selat Makassar, dengan dominasi 

visual di Kecamatan Babulu dan Penajam. Tidak 

terlihat adanya pembukaan tambak baru maupun 

penyusutan area tambak secara spasial. Hal ini 

menunjukkan bahwa sistem tambak berada pada 

kondisi stabil secara spasial, tanpa ekspansi maupun 

kontraksi yang berarti. 

 

Gambar 3. Luas Lahan Tambak Tahun 2022 

Total luas lahan tambak Kabupaten PPU 

pada tahun 2022 tercatat sebesar 4.280,17 ha, 

dengan distribusi luasan per kecamatan tidak 

mengalami perubahan dibandingkan tahun 2021. 

Kecamatan Babulu tetap mendominasi, diikuti oleh 

Penajam, Sepaku, dan Waru. Konsistensi angka 

luasan ini menegaskan bahwa selama tahun 2022 

tidak terjadi alih fungsi lahan tambak yang 

signifikan, baik dalam bentuk konversi ke 

penggunaan lain maupun perluasan tambak baru. 

Secara spasial–temporal, tahun 2022 dapat 

diinterpretasikan sebagai fase stagnasi atau jeda 

perubahan dalam dinamika pemanfaatan lahan 

tambak di PPU. Kondisi ini umumnya terjadi pada 

wilayah yang sedang berada dalam fase transisi 

kebijakan dan perencanaan ruang, di mana aktivitas 

pemanfaatan lahan cenderung ditahan sambil 

menunggu kepastian arah pembangunan. Dari sisi 
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ekologis, tidak adanya perubahan luasan tambak 

berarti tekanan terhadap ekosistem pesisir relatif 

tidak bertambah, namun juga tidak berkurang. 

Sistem tambak yang bertahan dalam kondisi 

stagnan berpotensi menghadapi penurunan 

produktivitas jika tidak diimbangi dengan 

peningkatan kualitas pengelolaan.  

Luas Lahan Tambak Tahun 2023 

Peta tahun 2023 menunjukkan perubahan 

spasial yang paling mencolok selama periode 

pengamatan. Terlihat adanya penyusutan area 

tambak yang signifikan, terutama di Kecamatan 

Penajam. Beberapa klaster tambak yang 

sebelumnya relatif kompak tampak hilang atau 

terfragmentasi. Sebaliknya, tambak di Kecamatan 

Babulu dan Sepaku relatif tetap, bahkan cenderung 

membentuk klaster yang lebih terkonsentrasi, 

menandakan perbedaan tekanan pemanfaatan ruang 

antar wilayah. Total luas lahan tambak pada tahun 

2023 menurun menjadi 3.957,34 ha, berkurang 

sekitar 322,83 ha dibandingkan tahun 2022. 

Penurunan terbesar terjadi di Kecamatan Penajam, 

sementara Kecamatan Babulu, Sepaku, dan Waru 

relatif stabil. Penurunan tajam ini menandakan 

adanya alih fungsi lahan tambak dalam skala besar, 

bukan sekadar fluktuasi kecil atau kesalahan 

klasifikasi spasial. 

 

Gambar 4. Luas Lahan Tambak Tahun 2023 

Kecamatan Babulu merupakan wilayah 

dengan luasan tambak terbesar, yaitu 2.563,10 ha 

atau sekitar 64,7% dari total luas tambak PPU. 

Dominasi ini mengindikasikan bahwa Babulu 

memiliki kesesuaian lahan yang tinggi, ditunjang 

oleh bentang alam pesisir yang relatif datar, 

keberadaan jaringan sungai dan muara, serta akses 

langsung ke perairan Selat Makassar. Kondisi 

tersebut secara ekologis mendukung sistem tambak 

tradisional hingga semi-intensif, terutama untuk 

komoditas udang dan bandeng. Namun, tingginya 

konsentrasi tambak juga berpotensi meningkatkan 

tekanan terhadap ekosistem pesisir, khususnya 

mangrove, apabila tidak diimbangi dengan 

pengelolaan berkelanjutan. Kecamatan Penajam 

menempati urutan kedua dengan luas tambak 

924,36 ha atau sekitar 23,4% dari total luasan.  

Sementara itu, Kecamatan Sepaku memiliki 

luas tambak 310,92 ha atau sekitar 7,9% dari total. 

Luasan yang relatif kecil ini dapat dikaitkan dengan 

karakter wilayah Sepaku yang didominasi oleh 

kawasan daratan, perbukitan, serta fungsi strategis 

sebagai bagian dari wilayah penyangga Ibu Kota 

Nusantara (IKN). Dalam konteks ini, 

pengembangan tambak di Sepaku cenderung 

terbatas dan perlu diarahkan secara selektif agar 

tidak bertentangan dengan kebijakan pembangunan 

kawasan inti dan perlindungan lingkungan. 

Kecamatan Waru merupakan wilayah dengan 

luasan tambak terkecil, yaitu 158,95 ha atau sekitar 

4,0%. Rendahnya luasan tambak di Waru dapat 
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disebabkan oleh keterbatasan lahan pesisir yang 

sesuai, kondisi hidrologi, serta kemungkinan 

dominasi penggunaan lahan lain. Meskipun 

demikian, keberadaan tambak di Waru tetap 

memiliki peran penting bagi ekonomi lokal, 

terutama dalam skala rumah tangga dan usaha kecil. 

Luas Lahan Tambak Tahun 2024 

Peta lahan tambak tahun 2024 

menunjukkan bahwa total luas tambak di 

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mencapai 

3.957,34 ha, dengan distribusi yang cenderung 

terkonsentrasi pada wilayah pesisir serta daerah 

yang berdekatan dengan sistem muara sungai dan 

perairan Selat Makassar. Pola spasial ini 

mengindikasikan kecenderungan lokasi tambak 

yang berada pada zona pesisir dengan dukungan 

kondisi biofisik seperti dinamika pasang surut, 

suplai air payau, dan tingkat salinitas yang sesuai 

untuk kegiatan budidaya perikanan (Jiang dkk., 

2024; Ramadhan dkk., 2024). 

 

 

Gambar 5. Luas Lahan Tambak Tahun 2024 

Kecamatan Babulu memiliki luasan tambak 

terbesar, yakni 2.563,10 ha, yang setara dengan 

sekitar 64,7% dari total luas tambak di Kabupaten 

PPU. Dominasi Babulu mengindikasikan bahwa 

wilayah ini merupakan pusat utama kegiatan 

tambak di PPU. Secara geografis, Babulu memiliki 

bentang pesisir yang relatif luas dan landai, 

didukung oleh jaringan sungai dan kawasan estuari 

yang memudahkan pengelolaan air tambak. Kondisi 

ini menjadikan Babulu sangat potensial untuk 

pengembangan tambak tradisional hingga semi-

intensif. Namun, besarnya luasan tambak juga 

berimplikasi pada meningkatnya tekanan terhadap 

ekosistem pesisir, terutama mangrove, sehingga 

diperlukan pengelolaan yang memperhatikan aspek 

keberlanjutan lingkungan (Luo dkk., 2022; Ottinger 

dkk., 2024). 

Kecamatan Penajam menempati posisi 

kedua dengan luas tambak 924,36 ha atau sekitar 

23,4% dari total. Sebaran tambak di Kecamatan 

Penajam umumnya mengikuti garis pantai dan alur 

sungai utama. Wilayah ini memiliki karakteristik 

unik karena berdekatan dengan pusat pemerintahan 

daerah serta kawasan perkotaan, sehingga 

penggunaan lahannya bersifat kompetitif. 

Keberadaan tambak di Penajam mencerminkan 

keseimbangan antara fungsi ekonomi perikanan 

budidaya dan tekanan alih fungsi lahan akibat 

pembangunan infrastruktur dan permukiman. 

Kecamatan Sepaku memiliki luas tambak 

310,92 ha atau sekitar 7,9% dari total luas tambak. 

Luasan yang relatif kecil ini dapat dikaitkan dengan 

karakter wilayah Sepaku yang lebih didominasi 

daratan dan memiliki peran strategis sebagai 

kawasan penyangga dan pengembangan Ibu Kota 

Nusantara (IKN). Dalam konteks ini, aktivitas 

tambak cenderung terbatas dan tidak menjadi fungsi 

utama penggunaan lahan. Pengelolaan tambak di 
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Sepaku perlu dilakukan secara selektif agar selaras 

dengan kebijakan tata ruang dan perlindungan 

lingkungan. 

Kecamatan Waru merupakan wilayah 

dengan luasan tambak paling kecil, yaitu 158,95 ha 

atau sekitar 4,0% dari total. Rendahnya luasan 

tambak di Waru menunjukkan keterbatasan lahan 

pesisir yang sesuai untuk tambak atau dominasi 

penggunaan lahan lain. Meskipun demikian, 

keberadaan tambak di Waru tetap memiliki arti 

penting bagi mata pencaharian masyarakat lokal, 

terutama dalam skala kecil dan tradisional. 

Secara keseluruhan, sebaran lahan tambak 

Kabupaten PPU tahun 2024 menunjukkan bahwa 

aktivitas budidaya perikanan payau masih sangat 

bergantung pada kondisi pesisir dan muara. 

Konsentrasi tambak di Kecamatan Babulu dan 

Penajam menegaskan pentingnya kedua wilayah 

tersebut sebagai sentra produksi perikanan 

budidaya. Temuan ini memberikan dasar yang kuat 

bagi perencanaan pengelolaan tambak berbasis 

spasial, terutama dalam rangka pengendalian alih 

fungsi lahan, perlindungan ekosistem pesisir, serta 

penyusunan kebijakan perikanan budidaya yang 

berkelanjutan di Kabupaten Penajam Paser Utara. 

Sebaran dan Luasan Lahan Tambak Kabupaten 

Penajam Paser Utara 

Sebaran dan luasan lahan tambak di 

Kabupaten Penajam Paser Utara selama periode 

2020-2024 dianalisis untuk menggambarkan 

dinamika spasial dan temporal pemanfaatan lahan 

pesisir bagi kegiatan perikanan budidaya. Analisis 

ini dilakukan berdasarkan hasil pengolahan data 

tutupan lahan menggunakan Sistem Informasi 

Geografis (SIG) (Sarwono dkk., 2024; Latue & 

Rakuasa, 2022; Fitri & Prasasti, 2021), sehingga 

mampu menunjukkan perubahan luasan tambak 

secara kuantitatif pada tingkat kecamatan. 

Rekapitulasi sebaran dan luasan lahan tambak 

Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2020-2024 

selanjutnya disajikan dalam Grafik berikut. 

 

 
Gambar 6. Grafik Sebaran dan Luasan Lahan Tambak di Kab. Penajam Paser Utara Periode 2020-2024 

Berdasarkan grafik sebaran dan luasan 

lahan tambak di Kabupaten Penajam Paser Utara 

periode 2020-2024, Kecamatan Babulu 

mendominasi luasan tambak secara signifikan 

dengan tren yang relatif stabil dan cenderung 

meningkat hingga mencapai 2.563,10 Ha pada 

tahun 2024. Sebaliknya, Kecamatan Penajam 

mengalami penurunan luasan tambak yang cukup 

drastis dari 1.353,07 Ha pada tahun 2020 menjadi 

924,36 Ha pada kurun 2023–2024, yang berdampak 

pada penurunan akumulasi luasan tambak secara 

keseluruhan di Kabupaten Penajam Paser Utara. 

Sementara itu, Kecamatan Sepaku dan Waru 

menunjukkan pola yang cenderung konsisten 

dengan pertumbuhan luasan yang sangat tipis tiap 

tahunnya, masing-masing berada pada kisaran 

310,92 Ha dan 158,95 Ha di akhir periode 

pengamatan. 

Untuk melihat dinamika perubahan lahan 

tambak secara lebih rinci pada setiap wilayah, luas 

lahan tambak dibandingkan berdasarkan kecamatan 

selama periode 2020–2024. Hasil perhitungan luas 

dan perubahan tersebut disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Dinamika perubahan luasan lahan tambak di Kabupaten Penajam Paser Utara Periode 2020-2024 

Kecamatan 2020 (ha) 2024 (ha) Perubahan (ha) Perubahan (%) Kecenderungan 

Babulu 2.519,75 2.563,10 +43,35 +1,72 Meningkat 

Penajam 1.353,07 924,36 -428,71 -31,68 Menurun signifikan 

Sepaku 280,49 310,92 +30,43 +10,85 Meningkat 

Waru 153,01 158,95 +5,94 +3,88 Relatif stabil 

Total 4.306,32 3.957,33 -348,99 -8,10 Menurun 

Sumber: Data diolah, 2025 

Hasil analisis spasial menunjukkan bahwa 

luas lahan tambak di Kabupaten Penajam Paser 

Utara (PPU) mengalami perubahan selama periode 

2020–2024. Berdasarkan data pada masing-masing 

kecamatan, luas lahan tambak pada tahun 2020 

tercatat sebesar 4.306,32 ha, sedangkan pada tahun 

2024 menjadi 3.957,33 ha. Dengan demikian, 

terjadi penurunan luas lahan tambak sebesar sekitar 

348,99 ha atau 8,10% selama periode pengamatan. 

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa 

pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambakan di 

Kabupaten PPU mengalami dinamika yang cukup 

nyata, meskipun tingkat perubahan berbeda 

antarwilayah. Dinamika tersebut menjadi penting 

untuk dikaji karena Kabupaten PPU merupakan 

wilayah pesisir yang memiliki fungsi ekonomi, 

sosial, dan ekologis sekaligus berada dalam 

kawasan strategis yang mengalami perkembangan 

pembangunan sebagai bagian dari kawasan 

penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Secara spasial, Kecamatan Babulu 

merupakan wilayah dengan luas lahan tambak 

terbesar selama periode penelitian. Luas tambak di 

Kecamatan Babulu meningkat dari 2.519,75 ha 

pada tahun 2020 menjadi 2.538,73 ha pada tahun 

2021, kemudian tidak mengalami perubahan pada 

tahun 2022. Pada tahun 2023, luas tersebut kembali 

meningkat menjadi 2.563,10 ha dan bertahan pada 

luasan yang sama hingga tahun 2024. Secara 

keseluruhan, terjadi peningkatan sebesar 43,35 ha 

atau sekitar 1,72% selama periode 2020-2024. 

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas 

pertambakan di Babulu relatif stabil dibandingkan 

kecamatan lainnya. Besarnya luasan tambak di 

Kecamatan Babulu menunjukkan bahwa wilayah ini 

masih memiliki peran penting sebagai salah satu 

sentra pemanfaatan ruang pesisir untuk kegiatan 

perikanan budidaya di Kabupaten PPU. 

Stabilitas yang terjadi di Kecamatan Babulu 

juga terlihat dari pola perubahan tahunannya. 

Peningkatan luasan pada 2021 sebesar 18,98 ha 

kemudian diikuti kondisi yang relatif tetap pada 

2022. Selanjutnya, terdapat peningkatan sebesar 

24,37 ha pada 2023, sedangkan pada 2024 tidak 

terjadi perubahan. Pola tersebut mengindikasikan 

bahwa perubahan lahan tambak di Babulu 

berlangsung secara bertahap dan tidak 

menunjukkan kecenderungan konversi besar-

besaran selama periode penelitian. Bahkan, 

peningkatan luasan tersebut dapat menunjukkan 

adanya perubahan penggunaan lahan lain menjadi 

tambak atau penyesuaian klasifikasi tutupan lahan 

berdasarkan data spasial yang digunakan. Oleh 

karena itu, peningkatan luasan tambak tidak secara 

langsung dapat diinterpretasikan sebagai 

pembukaan tambak baru tanpa adanya verifikasi 

lapangan, karena perubahan tersebut juga dapat 

berkaitan dengan perubahan klasifikasi atau 

delineasi data spasial. 

Berbeda dengan Babulu, Kecamatan 

Penajam menunjukkan perubahan lahan tambak 

yang paling signifikan. Luas tambak di wilayah ini 

mencapai 1.353,07 ha pada tahun 2020, kemudian 

menurun menjadi 1.289,46 ha pada tahun 2021 dan 

tetap pada luasan tersebut hingga 2022. Perubahan 

terbesar terjadi pada periode 2022–2023 ketika luas 

tambak berkurang menjadi 924,36 ha. Luasan 

tersebut kemudian tetap hingga tahun 2024. Secara 

keseluruhan, Kecamatan Penajam mengalami 

penurunan sebesar 428,71 ha atau sekitar 31,68% 

selama periode 2020–2024. Penurunan tersebut 

merupakan perubahan terbesar dibandingkan tiga 

kecamatan lainnya dan menjadi faktor utama yang 

menyebabkan penurunan total luas lahan tambak 

Kabupaten PPU. 

Penurunan yang cukup tajam di Kecamatan 

Penajam, khususnya antara tahun 2022 dan 2023, 

menunjukkan adanya perubahan penggunaan ruang 

yang relatif besar dalam waktu yang singkat. Jika 

dibandingkan dengan perubahan di Babulu, Sepaku, 

dan Waru, pola Penajam menunjukkan tingkat 

dinamika yang jauh lebih tinggi. Kondisi tersebut 

dapat dikaitkan dengan posisi Kecamatan Penajam 

yang memiliki tingkat perkembangan kawasan dan 

aktivitas pembangunan yang relatif tinggi. Sebagai 

salah satu wilayah yang berada dalam konteks 

pengembangan kawasan IKN, meningkatnya 

kebutuhan ruang untuk permukiman, infrastruktur, 

fasilitas pendukung, dan aktivitas ekonomi dapat 

memberikan tekanan terhadap penggunaan lahan 

eksisting, termasuk lahan tambak. Namun 

demikian, hubungan antara pembangunan dan 



Dinamika Spasial dan Temporal Lahan Tambak Berbasis Sistem Informasi Geografis     Yulianti, dkk. 

di Kabupaten Penajam Paser Utara Periode 2020-2024 

     

551  Ulin - J Hut Trop Vol. 10 (2): 540-554 

 

penurunan luasan tambak perlu dibuktikan lebih 

lanjut melalui analisis perubahan kelas tutupan 

lahan agar dapat diketahui secara pasti jenis 

penggunaan lahan yang menjadi tujuan konversi 

tambak. 

Sementara itu, Kecamatan Sepaku 

menunjukkan kecenderungan perubahan yang 

relatif kecil tetapi konsisten meningkat. Luas lahan 

tambak meningkat dari 280,49 ha pada tahun 2020 

menjadi 295,88 ha pada tahun 2021, kemudian 

bertahan pada tahun 2022. Pada tahun 2023, luas 

tambak kembali meningkat menjadi 310,92 ha dan 

tidak mengalami perubahan hingga 2024. Dengan 

demikian, selama periode 2020–2024 terjadi 

peningkatan sebesar 30,43 ha atau sekitar 10,85%. 

Meskipun secara persentase peningkatannya cukup 

terlihat, secara absolut perubahan tersebut jauh 

lebih kecil dibandingkan perubahan yang terjadi di 

Kecamatan Penajam. Pola tersebut menunjukkan 

bahwa penggunaan lahan tambak di Sepaku relatif 

stabil, dengan kecenderungan peningkatan luasan 

secara bertahap. 

Kondisi Kecamatan Sepaku menjadi 

menarik karena wilayah tersebut merupakan salah 

satu kawasan yang mengalami perkembangan 

sangat pesat dalam konteks pembangunan IKN. 

Namun, berdasarkan data spasial yang dianalisis, 

perubahan luasan tambak di Sepaku selama 2020–

2024 relatif terbatas. Hal ini dapat menunjukkan 

bahwa tidak seluruh wilayah yang mengalami 

tekanan pembangunan secara otomatis mengalami 

perubahan besar pada lahan tambaknya. Perbedaan 

tersebut dapat dipengaruhi oleh distribusi awal 

lahan tambak, karakteristik fisik wilayah, kebijakan 

tata ruang, status dan kepemilikan lahan, serta arah 

pembangunan pada masing-masing lokasi (Chen 

dkk., 2022; Taufik dkk., 2023; Saputra dkk., 2025). 

Oleh karena itu, pola perubahan di Sepaku 

memperlihatkan pentingnya mempertimbangkan 

karakteristik lokal dalam menjelaskan dinamika 

penggunaan lahan di Kabupaten PPU. 

Kecamatan Waru merupakan wilayah 

dengan luas lahan tambak paling kecil 

dibandingkan kecamatan lainnya. Pada tahun 2020, 

luas tambak tercatat sebesar 153,01 ha, meningkat 

menjadi 156,09 ha pada tahun 2021, dan tidak 

mengalami perubahan pada tahun 2022. Pada tahun 

2023, luas tambak kembali meningkat menjadi 

158,95 ha dan kemudian tetap hingga 2024. Secara 

keseluruhan, peningkatan luas lahan tambak di 

Waru mencapai 5,94 ha atau sekitar 3,88% selama 

periode penelitian. Perubahan tersebut tergolong 

kecil dan menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan 

tambak di Kecamatan Waru relatif stabil. Dengan 

luas tambak yang relatif terbatas, perubahan yang 

terjadi di Waru juga memberikan kontribusi yang 

kecil terhadap perubahan total luas tambak 

Kabupaten PPU.  

Apabila keempat kecamatan dibandingkan, 

terlihat adanya perbedaan pola perubahan yang 

cukup jelas. Babulu, Sepaku, dan Waru 

menunjukkan kecenderungan peningkatan luas 

tambak, sedangkan Penajam mengalami penurunan 

yang cukup besar. Dari segi luas, peningkatan yang 

terjadi di tiga kecamatan tersebut belum mampu 

mengimbangi kehilangan luas tambak di 

Kecamatan Penajam. Babulu mengalami 

peningkatan sebesar 43,35 ha, Sepaku sebesar 30,43 

ha, dan Waru sebesar 5,94 ha sehingga total 

peningkatan ketiga kecamatan mencapai sekitar 

79,72 ha. Pada sisi lain, Penajam kehilangan sekitar 

428,71 ha, sehingga secara agregat Kabupaten PPU 

mengalami penurunan sekitar 348,99 ha. Temuan 

ini menunjukkan bahwa perubahan luas lahan 

tambak di tingkat kabupaten sangat dipengaruhi 

oleh dinamika penggunaan lahan di Kecamatan 

Penajam. Meskipun terdapat peningkatan luas 

tambak di beberapa kecamatan, penting untuk 

mempertimbangkan kebijakan yang mendukung 

pemeliharaan lahan yang sesuai untuk budidaya 

tambak, mempertimbangkan faktor geografis dan 

sosial-ekonomi serta dampak dari alih fungsi lahan 

(Yunita dkk., 2022). Penelitian menunjukkan 

bahwa konversi lahan untuk pembangunan 

permukiman dan infrastruktur sering kali menjadi 

salah satu penyebab utama hilangnya lahan 

pertanian, serta berdampak negatif pada lahan 

tambak (Dayanti & Soetjipto, 2024; Saleha dkk., 

2023). 

 

KESIMPULAN 

Selama periode 2020–2024, lahan tambak 

di Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan 

tren penurunan total luasan, dari 4.306,31 ha pada 

tahun 2020 menjadi 3.957,34 ha pada tahun 2024. 

Penurunan ini terutama terjadi di Kecamatan 

Penajam, yang mengindikasikan kuatnya tekanan 

alih fungsi lahan akibat pembangunan wilayah. 

Sebaliknya, Kecamatan Babulu relatif stabil dan 

konsisten menjadi sentra utama tambak, sementara 

Sepaku dan Waru menunjukkan perubahan luasan 

yang kecil dan cenderung stabil. Pola ini 

menegaskan bahwa dinamika lahan tambak di PPU 

sangat dipengaruhi oleh karakter wilayah dan 

intensitas pembangunan, khususnya di kawasan 

pesisir dan penyangga Ibu Kota Nusantara. 

Pengelolaan lahan tambak di Kabupaten 

Penajam Paser Utara perlu diarahkan pada 

pengendalian alih fungsi lahan dan penyesuaian 

dengan perkembangan kawasan IKN. Kecamatan 

Penajam perlu menjadi prioritas pengawasan karena 
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mengalami penurunan luas tambak paling besar, 

sedangkan Kecamatan Babulu perlu dipertahankan 

sebagai sentra utama tambak. Pemantauan 

perubahan lahan di Sepaku dan Waru juga perlu 

dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi 

perubahan penggunaan lahan. Penelitian 

selanjutnya disarankan menggunakan data spasial 

dengan resolusi lebih tinggi serta menganalisis arah 

perubahan dan faktor pendorongnya secara lebih 

mendalam. Selain itu, penelitian selanjutnya 

disarankan menggunakan data spasial dengan 

resolusi dan skala yang lebih detail untuk 

meningkatkan ketelitian dalam mengidentifikasi 

perubahan lahan. Analisis juga dapat dikembangkan 

dengan mengidentifikasi arah perubahan lahan serta 

menguji faktor pendorong perubahan, seperti 

pembangunan infrastruktur, aksesibilitas, 

perubahan penggunaan lahan, kondisi biofisik, dan 

aspek sosial-ekonomi masyarakat.  
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